BAB IV
ANALISISPUTUSAN NOMOR

0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds

A. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.

G/2011/ PA. Kds. Menurut Hukum M ateriil

Hukum materiil yang penulis maksudkan adalah segataturan mengenai
perkawinan khususnya yang menyangkut perkawinaggral yang berlaku dan
ditegakkan di Pengadilan Agama yang terdapat daJ&mNo. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentBegkawinan Inpres Nomor 1 tahun
1991 tentangKompilasi Hukum Islandi Indonesia, serta doktrin-doktrin dan
teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitatadkifigh maupun dalam kitab-
kitab hukum lainnyd.
1. Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds.

Dalam putusan No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds dilihatri daukum
materiil terdapat dua ketentuan yang dikedepankajeli® hakim dalam
pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebkabulkan, yang
pertama mengenai syarat alternatif berupa alasamgb®nan poligami yaitu
isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya danukediengenai syarat

komulatif yaitu kesanggupan suami untuk berlaku, adlanya persetujuan

1 Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PesadiAgama
Jakarta: Yayasan Al-Hikmah , 2000, him. 15.
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dari isteri atau isteri-isterinya dan adanya kemaenpsuami untuk menjamin
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.
a. Analisis Syarat Alternatif

Majelis Hakim telah menyimpulkan fakta dalam peakaxo.
0258/Pdt.G/2011/PA.Kds ini berdasarkan jawaban ®aon yang tidak
dibantah oleh Pemohon serta dikuatkan oleh saksi;d@ahwa Termohon
pernah sakit, tetapi sudah sehat dan mampu mekgalakewajibannya
sebagai istri untuk melayani Pemohon terutama d&labungan seksual
secara maksimal. Termohon menyatakan bersedia sgtwju untuk
dimadu, karena calon isteri Pemohon tersebut tbkmil disebabkan
perbuatan Pemohon. Majelis hakim berpendapat baparanohonan
Pemohon untuk ijin menikah lagi secara poligamsdbut telah cukup
alasan sehingga dikabulkan.

Putusan majelis hakim tersebut tampaknya berteatartgngan
ketentuan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikian kepada
seorang suami yang akan beristeri lebih dari sggrapabila terpenuhi
syarat alternatif dalam pasal 4 ayat (2) UUP Ndahun 1974, pasal 41
huruf () PP. No. 9 Tahun 1975 dan pasal 57 KHbyai
1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibanejeagai isteri;

2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakg Vidak dapat
disembuhkan; atau
3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Menurut penulis, majelis hakim yang mengabulkanmadronan

No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. Tersebut telah meétak penemuan

hukum dengan perluasan penafsiran hukum aamtra legemterhadap
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pasal 4 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974, pasal 4aff{a) PP. No. 9/1975
dan pasal 57 KHI) yaitu: bahwa isteri tidak dapaenplankan
kewajibannya sebagai isteri, karena sebenarnya padt pemeriksaan
perkara, Termohon telah dapat melakukan kewajitasepagai isteri.

Contra legemadalah kewenangan hakim untuk menyimpangi
ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah tedapi telah usang atau
ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu mememsia keadilan
masyarakat. Dalam putusan tersebut, adarg@ntra legemdapat dibaca
dari pertimbangan hukum putusan yang berbunyi :rikdang, bahwa
berdasarkan jawaban Termohon dan bukti P.7, makalistaerpendapat
bahwa meskipun Termohon telah membantah alasan opeman
Pemohon yaitu Termohon tidak dapat menjalankan jesvanya sebagai
istri, karena mempunyai penyakit jantung lemah ldambung, akan tetapi
Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tetseitmaka
permohonan Permohon tersebut telah memenuhi kereptasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentBegkawinanyang berbunyi
“Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untetksti lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yaargangkutan.”

Dari pertimbangan tersebut, berarti pula majelisirnamelakukan
penemuan hukum dengan metode konstruksi terhadah payat (2) UU
No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Isteri tidak alamenjalankan

kewajibannya sebagai isteri” dianggap terpenuhiekar pemohon

2 Ahmad Kamil dan M. Fauzakaidah-Kaidah Hukum Yurisprudengiakarta: Prenada
Media, 2004, him. 9.
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menghamili calon isterinya tersebut disebabkan ®&on masih dalam
keadaan sakit, meskipun pada saat pemeriksaanrpggtaohon sudah
sembuh, tetapi termohon menyetujuinya.

Metode konstruksi adalah metode hakim mempergunakan
penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjatu teks undang-
undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan beapggpada bunyi teks
itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikakuim sebagai suatu
sistem® Tujuan metode konstruksi ini adalah agar putusakinh dalam
peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keaddan bermanfaat bagi
pencari keadilaf.

Metode konstruksi tersebut terlihat jelas ketikajaim juga
mempertimbangkan bahwa persetujuan termohon tegpshpdamohonan
pemohon tersebut dikarenakan calon isteri Pemobi@eliut telah hamil
yang mana menurut hukum yang hidup dalam masyarakat adat
kebiasaan “laki-laki yang menghamili perempuan Hgja harus
bertanggung jawab untuk menikahinya”. Menurut Majeldat kebiasaan
ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi HuKkslam yang
berbunyi :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawmlkiengan pria
yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada @y dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelatsiraknya.

3 Abdul MananPenerapan Hukum.hlm. 279
* Ibid, him. 282
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b. Analisis Syarat Komulatif

Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa permohonamdten
telah sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surddisa ayat 3 yang
berbunyi:

Banl 5 1 slaad ¥ () i (8 a5 OG5 i e lutll (e oS) ilala | Sl
Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita yang kameanangi, dua, tiga
atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapatke adil,
maka kawinilah seorang saja”.

Menurut analisis Penulis, syarat utama untuk hetidebih dari
seorang adalah suami harus mampu berlaku adildaphisteri-isteri dan
anak-anaknya sebagaimana ditegaskan dalam QS saraiat 3 tersebut.
Pasal 55 ayat (2) KHI juga telah mentransfer kewmt“‘berlaku adil”
tersebut, begitu juga pasal 41 huruf (d) PP. N®éaBun 1975. Di dalam
Figh as-Sunnah juga disebutkan :

Ouuall 5 8 pull 5 Sl 5 aladall A gt Jaall an) g
Artinya : “Suami wajib berlaku adil terhadap isteteri dan anak-
anaknya, baik dalam masalah makanan, tempat tinggal
pakaian, kunjungan dan lainnya.”

Untuk mengimplementasikan tasyri’ kewajiban berladil bagi
seorang suami terhadap isteri-isterinya, sebagaintitegaskan dalam
QS. an-Nisa ayat 3 tersebut, maka hukweadl'i (peraturan perundang-
undangan) menentukan bahwa suami yang hendak everisbin dari

seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Aggmaad] 4 ayat (1) UU

Nomor 1 tahun 1974 tentaigrkawinano. pasal 56 ayat (1) KHI).

5 Sayyid SabigFigh as-SunnahKairo: Dar al-Fath lil I'lam al’Araby, 1995, Ju, him.
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Dalam Kitab Ushul al- Murafaat al-syariyyah Mesir juga

disebutkan :
ST Alle Ylle 4 = 5 50 (585 ol Ja s 1 Bl 3L W) Baal 5 e SiSL 1530 e Y
6.~

de 5 pia daliae dllia S5 o)y Baal gda g ) e

Artinya : “Tidak diperbolehkan perkawinan seorangmsi dengan isteri
lebih dari seorang kecuali dengan ijin Hakim denggarat
suami mempunyai harta untuk mencukupi isteri-inexi dan
dapat mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangganya

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalamtugan
tersebut, baik yang menyangkut syarat alternatiipuna syarat komulatif
terutama pertimbangan terhadap hukum yang hidualdim masyarakat,
adalah sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (IN&JUI8 Tahun 2009
tentangKekuasaan Kehakimamaitu Hakim sebagai penegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahamaimilai hukum
yang hidup dalam masyarakat.

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus petieatanya
mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yadgk hanya
berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indones&tapi juga
mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagapdteadilan. Hal
ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yangiglikleh Sacipto
Rahardjo tentang tiga nilai dasar hukum vyaitu Keadimanfaat dan

kepastian hukur.

®Anwar al-Amrusy,Usul al-Murafaat al-Syar'iyyah Fi Masail al-Ahwal-&yakhshiyyah
cet. ke-7, tp, tt, him. 1287.

" Sacipto Rahardjdlmu Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. him. 19.



65

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonagapai ini
menurut penulis lebih menekankan pada nilai manfdaam arti
melindungi calon isteri kedua Pemohon dan anak ydikgndungnya,
sehingga anak yang dikandungnya saat lahir akanjadieanak sah
menurut hukum. Putusan ini dapat juga memberi pethgaegatif dalam
masyarakat pada umumnya yaitu akan timbul pemikbbahwa untuk
mendapatkan izin poligami dari Pengadilan akanhlebudah jika calon
isteri kedua telah hamil terlebih dulu.

Nilai keadilan yang ada dalam putusan ini menueriuytis hanya
adil bagi Pemohon, calon isteri kedua Pemohon daak ayang
dikandungnya. Sedangkan keadilan bagi Termohoerijistebagai pihak
yang dimadu kurang dipertimbangkan, karena sebgaaifermohon
(isteri) telah membantah alasan yang dijadikarl d&h Pemohon dan ia
menyatakan bersedia memberi izin pada Pemohonediikan calon isteri
kedua Pemohon telah hamil, yang berarti pemberzm oleh isteri
merupakan suatu keterpaksaan.

Nilai kepastian hukum menurut penulis juga tidakeemin dalam
putusan ini, karena ternyata secara jelas pasgat4(2) UU Perkawinan
yang dijadikan alasan Pemohon mengajukan Permohamampoligami
tidak terbukti karena termohon telah membantahaalagng dijadikan
dalil oleh pemohon. Namun, oleh majelis hakim pdrar@an ini

dikabulkan.
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2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus
Putusan No. 0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds adalah pkeoman izin
poligami dengan diktum ditolak karena alasan tidakbukti. Dari segi
hukum materiil putusan tersebut akan penulis asalisengenai syarat
alternatif dan syarat komulatif permohonan kareeauai dengan hasil
penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab lliw@akedua putusan yang
menjadi kajian tulisan ini, kasus posisinya samtapieputusnnya berbeda
sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.
a. Analisis Syarat Alternatif
Pada kasus permohonan izin poligami dengan Nomixagse No.
0889/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds, pihak suami mengajukanmohonan
poligami dengan alasan sesuai pasal 4 ayat (2f lautdndang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentaferkawinanjo. pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam vyaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajitnga sebagai isteri,
oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemoadalah kejadian
yang dijadikan alasan tersebut, tetapi perkaraditolak oleh hakim
dengan alasan tidak terbukti memenuhi alasan keicas pasal 4 ayat
(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 piasi Hukum
Islam.
Sebelum melakukan penerapan hukum dalam pertimbanga
hukumnya, majelis telah mengkonstatir fakta perkaitu membuktikan
benar tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan parhalp dengan

pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah, mehhukum pembuktian,
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yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita ABansidangaf yaitu

sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon uijtok
poligami.

2) Bahwa alasan permohonan Pemohon yang sebenarngkh azhlon
isteri kedua Pemohon yang bernama Sri Harsusilotsith hamil 7
bulan dan Pemohon dituntut bertanggung jawab dengamkahinya
secara poligami.

3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakukaingan
badan (seks) yang berarti Termohon tetap dapat ata@kian
kewajibannya sebagai isteri.

Berdasarkan fakta angka 2 dan 3 tersebut di ategelim
menyimpulkan bahwa alasan yang diajukan Pemoha@mdpermohonan
menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 7dr4 tentang
Perkawinanjo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidetbukti,
sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak =araladan
karenanya harus ditolak.

Menurut Penulis, majelis yang menangani perkara tidak
melakukan penemuan hukum dengan interpretasi (piemaf maupun
dengan konstruksi hukum sebagaimana Majelis yanguhes perkara
No. 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds, tetapi hanya menerapkanyi pasal

perundang-undangan atau dengan istilah lain Majelisp berpegang

8 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaiagyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005, him. 32.
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pada yuridis normative legisme. Hal ini dapat dicati dari
pertimbangan majelis hakim yang menyimpulkan bahatasan
permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undatagzg Nomor 1
Tahun 1974 tentandgPerkawinan tersebut tidak terbukti, sehingga
permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan desnd&nya harus
ditolak. Majelis juga berpandangan bahwa alasaanckdteri Pemohon
tersebut telah hamil dan Pemohon dituntut bertamggyawab
menikahinya serta Termohon setuju, tidak dapat rdiben baik
berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat maberdasarkan
ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidd& hubungannya
dengan pasal ini sama sekali.

Dalam putusan ini menurut penulis majelis hakim iHeb
menekankan pada nilai kepastian hukum, yaitu alasamg diajukan
Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) RRskawinantidak terbukti,
maka permohonan Pemohon ditolak. Majelis menerapphkaal tersebut
tanpa melakukan interpretasi (penafsiran) maupunstkoksi hukum
yang bisa memperluas makna pasal tersebut.

b. Analisis Syarat Komulatif

Selanjutnya penulis sependapat dengan majelis iangy
mempertimbangkan bahwa persetujuan Termohon sebagai fakta
angka satu tersebut di atas menurut pasal 5 Undadarg Nomor 1
tahun 1974 tentanBerkawinan,hanyalah merupakan syarat formil untuk

dapat diajukan permohonan izin poligami ke Pengadigama. Adapun
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syarat meteriil permohonan izin poligami adalah rayaalternatif
sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) dndiadang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 57 KompHagum Islam.

Dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang wulieajguan
adalah pemeriksaan surat gugatan atau permohoikansyarat formil
gugatan/ permohonan sudah terpenuhi, maka dap&uldn pemeriksaan
pokok perkara vyaitu alasan yang menjadi dasar hukum
gugatan/permohonan. Jika tidak terpenuhi maka gongatau permohonan
dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi jika alagamg menjadi dasar
hukum gugatan/permohonan tidak terpenuhi atau tigakukti maka
gugatan/ permohonan harus ditofak.

Dalam perkara ini syarat formil permohonan izinigami yang
diajukan oleh pemohon telah terpenuhi dengan adpaysetujuan isteri,
adanya kepastian bahwa pemohon mampu menjamin lkapehidup
isteri-isteri dan anak-anaknya dan adanya perngabsalaku adil dari
pemohon. Namun syarat materiil permohonan izingaofii yang berupa
syarat alternatif yang diajukan oleh pemohon yasieri tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak td@rblkarena termohon
membantah alasan tersebut dengan keterangan batmahbn tetap bisa
melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termasiékmkan hubungan

badan (seks), maka permohonan ini harus ditolak.

° M. Yahya HarahapHukum Acara...him. 180.
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Menurut penulis, putusan ini lebih tepat karenahlebencerminkan
keadilan bagi termohon (isteri) pada khususnya desyarakat pada
umumnya, karena putusan ini lebih melindungi hak-lsteri dari skandal
yang dilakukan suami dengan perempuan lain.

Dari segi sosiologis majelis hakim memang kurang
mempertimbangkan keadaan calon isteri kedua pemghog sedang
hamil, padahal dalam hukum adat di Jawa mengusabada perempuan
yang hamil di luar nikah untuk dikawini oleh lakiki yang
menghamilinya, agar aib yang ditanggung ia dan dtghnya dapat
tertutupi. Namun putusan ini tetap mencerminkaminmhanfaat yaitu
memberikan pembelajaran bagi seorang perempuan yesih lajang
agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki yandah beristeri karena
akan merusak kebahagiaan dan ketentraman dalanhriamgga mereka
dan masyarakat tidak akan mudah mengajukan perraah@oligami
kepada pengadilan dengan alasan calon isteri kisdala hamil terlebih
dulu. Menurut penulis dalam hal ini majelis hakieibih mengedepankan
kaidah miadl Gla Je adie auliadl ¢ 0 yaitu “menolak kerusakan itu
didahulukan daripada menarik kebaikan.”

Dari pemaparan penulis di atas tentang analisiss@at No. 0258/
Pdt. G/ 2011/ PA. Kds dan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ Rds menurut
hukum materiil yang digunakan hakim dalam memutusrkara
permohonana izin poligami, dapat penulis ringkakrdatabel sebagai

berikut:



No

Persamaan

Perbedaan

Dua perkara tersebut diajukan dengan alasarmaisesiDalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kdsjelisahakim yang

pasal 4 ayat (2) huruf a. Undang-undang Nomg

Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. pasal 57 metode konstruksi terhadap pasal 4 ayat (2) UU IN®ahun 1974 yan
Kompilasi Hukum Islam yaitu: isteri tidak dapatmenyatakan: “Isteri tidak dapat menjalankan keveajitya sebagai ister

menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

dianggap terpenuhi karena Pemohon menghamili cateninya tersebu

Termohon sudah sembuh, tetapi Termohon menyeyguin

menerapkan bunyi pasal perundang-undangan atauamleisglah lain
Majelis tetap berpegang pada yuridis normative, inalterbukti dari
pertimbangan Majelis hakim yang menyimpulkan bahvedasan

Tahun 1974 tentangPerkawinan tersebut tidak terbukti, sehing
permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan deendnya haru
ditolak.

rmengabulkan permohonan Pemohon melakukan penenukambhdengan

dikarenakan Termohon masih dalam keadaan sakitkipues sekarang

- Dalam putusan No. 0889/ Pdt.G/ 2011/ PA. Kds jeliayang menangarj
perkara ini tidak melakukan konstruksi hukum akaetagi hanya

permohonan Pemohon sesuai pasal 4 ayat (2) Undategig Nomor 1

T

ja

2]

Dua perkara tersebut dilampiri syarat komulsgiguai
pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten
Perkawinan

tangmpertimbangkan keadaan calon isteri ke dua Pemgditg telah hami
terlebih dahulu, yang mana menurut hukum yang hidupasyarakat
“laki-laki yang menghamili perempuan lajang harwesténggung jawal
untuk menikahinya” menurut majelis hal ini sesdahgan ketentuan pas
53 Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil.

- Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, nmjélakim
berpandangan bahwa alasan calon Isteri Pemoh@bterelah hamil da
Pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinyaaseetmohon setuju
tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yhityp dalam
masyarakat maupun berdasarkan ketentuan pasal &¥ilesi Hukum

- Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kdsjehzahakim jugal

al
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Islam tentang kawin hamil karena ketentuan padabuikkan merupakan
sanksi hukuman perzinahan apalagi bagi seoranglakikiyang telah
beristeri.

Dua perkara tersebut diajukan karena caloni ikeef

dua Pemohon telah hamil terlebih dahulu.

Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds, nwjetakim
mempertimbangkan bahwa persetujuan isteri yan@rerm dalam pasa
pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentari@®Wman, hanyalah
merupakan syarat formil untuk dapat diajukan penah ijin poligami ke
Pengadilan Agama. Adapun syarat meteriel permohdjmanpoligami
ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang ddaintahun 1974
tentang Perkawinan jo pasal 57 Kompilasi Hukumnisigang disebut

Syarat alternatif. Jadi, walaupun syarat formifpuhi, sedangkan syarat

materiil tidak terpenuhi maka permohonan harudailito

-Dalam putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kdsnumet penulis majelis
hakim lebih menekankan pada nilai manfaat dalamnagtindungi calon
isteri kedua Pemohon dan anak yang dikandungnyenggg anak yang
dikandungnya saat lahir akan menjadi anak sah maehukum.
-Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds., unginpenulis majelig
hakim lebih menekankan pada nilai kepastian hukyaitu alasan yan
diajukan Pemohon berdasarkan pasal 4 ayat (2) Rétkawinan tidak
terbukti, maka permohonan Pemohon ditolak, tanpakuakan interpretasi
(penafsiran) maupun konstruksi hukum yang bisa neelogs makna pasa
tersebut.

o
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B. Analisis Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kudus dan No. 0889/ Pdt.

G/201Y PA. Kudus menur ut Hukum For mil

Hukum Formil disebut juga Hukum Acara. Karena Peilga Agama
hanya berwenang menangani hukum perdata terterdda rhukum acara
yang berlaku di peradilan agama adalah hukum guadata yang berlaku di
peradilan umum, yaitu hukum yang memuat cara bag@norang harus
bertindak di muka Pengadilan dan cara bagaimamydédan bertindak satu
sama lain untuk melaksanakan berjalannya hukumaferdateriif°

Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentdPgradilan Agama
ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku di linglam Peradilan Agama
adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Raraddmum, kecuali
yang telah diatur secara khusus dalam Undang-unid@angermohonan izin
poligami tidak ditentukan secara khusus di dalandasg-undang Peradilan
Agama tersebut sehingga hukum acara yang berlakuk umenangani
permohonan izin poligami adalah hukum acara yantpke di Peradilan
Umum vyaitu yang bersumber pada HIRdiet Herziencie Indonesie
Reglementuntuk wilayah Jawa Madura dan RBgechtsreglement voor de
Buitengewestenuntuk wilayah luara Jawa dan Madura, beserta sumbe
sumber hukum acara yang lain, terutama dalam @asgldan 5 UU No. 1
Tahun 1974, pasal 40-44 Peraturan Pemerintah N@h@&n 1975 tentang
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tent®egkawinan,dan pasal 55-59

Kompilasi Hukum Islam.

10 Wiryono Projodikoro,Hukum Acara Perdata di IndonesiBandung: Sumur, 1992,
him. 12.
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Mengenai Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. KasNia. 0889/ Pdt.
G/2011/ PA. Kds yang dikeluarkan oleh PengadilararAg Kudus pada
tahun 2011 dapat penulis lakukan analisis komgatati segi hukum formil
sebagai berikut:

1. Putusan No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds
a. Pengajuan Permohonan

Nomor kode perkara 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds. mengagduti
bahwa perkara tersebut adalah perkara perdataagugttu contensius
dan masuk di dalam register perkara gugatan talii 2lengan
nomor urut 0258.

Permohonan izin poligami, meskipun disebut permahon
bukan merupakan perkara voluntoir akan tetapi tsukaperkara
contensius. Hal ini disebabkan karena:

1) Di dalam perkara permohonan izin poligami ada dinakpyaitu
suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagéak penanohon.

2) Terdapat sengketa di dalamnya yaitu apakah pernashazin
poligami beralasan atau tidak, dilihat dari keadeeri sebagai
termohon apakah isteri tidak bisa menjalankan kiéaapya, isteri
sakit atau tidak dapat memberi keturunan.

3) Didalam perkara izin poligami diperlukan perseamjusteri.

4) Produk Peradilan Agama harus berupa putusan buéaetgpan,
dengan amar mengadili bukan menetapkan dan terhgalagapat

diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
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Perkara permohonan izin poligami nomor 0258/PdOGIZPA.
Kds tersebut, diajukan oleh pemohon dalam bertutkilis berupa
surat permohonan kepada Pengadilan Agama Kudusgaeimna
termuat dalam putusannya. Pengajuan gugatan aamoponan
dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisagi beang yang
buta huruf sebagaimana ketentuan pasal 120 HIR. dligatan atau
permohonan diajukan secara lisan, maka ketua Piggadenunjuk
petugas untuk memformulasikan gugatan atau pernashdisan
tersebut dalam bentuk surat gugatan atau suraopeman.

Mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama yang
menangani permohonan izin poligami ini, telah sedeagan maksud
pasal 4 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang&®rian jo. Pasal
40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitmasg suami
yang hendak beristeri lebih dari seorang harus &jakgn
permohonan secara tertulis kepada Pengadilan diaetimggalnya.
Dalam hal ini pemohon telah mengajukan permohorearkgpada
Pengadilan Agama Kudus karena pemohon berdomiskiaupaten
Kudus. Ketentuan ini menurut Penulis tidak berpihglada
perlindungan perempuan karena seorang suami bisa psadah
domisili dengan alasan bekerja atau lainnya tetaglsud sebenarnya
adalah untuk mengajukan permohonan ijin poligamiPdngadilan
Agama yang jauh dari isterinya agar isterinya tidaka hadir di

persidangan. Namun, hal ini tidak terjadi pada &agang sedang
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penulis analisis ini, karena baik pemohon, termohwaupun calon
isteri kedua pemohon semuanya bertempat tinggadildyah hukum
Pengadilan Agama Kudus.

Isi dan syarat-syarat surat gugatan atau permohodian
pengadilan meliputi:

a. ldentitas para pihak, dalam kasus ini yaitu piha&mnBhon dan
pihak Termohon.

b. Posita/fundamentum petendi, yang terdiri dari dgeaistiva dan
dasar hukum.

c. Petitum.

Dalam kasus nomor 0258/Pdt.G/2011/PA.Kds tersebldaht
dimulai dengan surat permohonan tertulis dengantitds yang jelas
yaitu suami berkedudukan sebagai pemohon sedangkari
berkududukan sebagai termohon. Adapun calon isteliia yang akan
dinikahi pemohon tidak disebutkan kedudukannya ga&baihak
dalam permohonan tersebut, akan tetapi dimasuklkdamd posita
permohonan. Hal ini ternyata sudah sesuai dengamat opersional
penanganan (SOP) perkara ijin poligami sebagainmauat dalam
situs resmi Pengadilan Agama Kudus.

Menurut Penulis, mendudukkan calon isteri Pemohatand
posita sama halnya mendudukkannya sebagai obyelamdal
permohonan ijin poligami. Padahal ia adalah subygddam

perkawinan poligami tersebut yang mempunyai hak kiamajiban,
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sehingga seharusnya didudukkan sebagai pihak dgbenkara

misalnya sebagai termohon Il atau sebagai Turun®kon. Menurut
penulis, SOP yang mendudukkan calon isteri Pemskbagai obyek
dalam permohonan ijin poligami, adalah bertentangangan Hak
Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dan tidakghermati

harkat dan martabat wanita.

Di dalam posita perkara permohonan ijin poligamimoo
0258/Pdt.G/2011/PA.Kds tersebut telah diuraikanadaeristiwanya
secara kronologis, jelas dan pasti yang disébtelijke grondenAkan
tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan panmadindangan yang
menjadi dasar hukumnya yang disetmrghtstelijk grondenDalam hal
demikian, maka majelis hakim wajib melengkapinyikeememeriksa
perkara dan menuangkan di dalam putusannya yaitlamda
pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan galagg diteliti.

Di dalam petitum perkara permohonan tersebut fermdtari
petitum pokok yaitu: menetapkan memberi ijin kepRdanohon untuk
menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduemBhon, dan
petitum tambahan (asesoir) yaitu menetapkan harsama yang telah
diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Petitum asesoir ini menurut penulis sudah tepat pamting
untuk memberikan perlindungan kepada isteri pertagaa harta yang
telah diperoleh dalam perkawinan antara pemohogatetermohon

tidak diambil alih oleh isteri kedua, karena hatiarsama dari
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perkawinan poligami adalah terpisah antara hartaabga pemohon
dengan isteri pertama dan harta pemohon dengankistkia (Pasal 94
KHI). Selain itu petitum asesoir ini dapat menjkts mana yang
merupakan harta bersama antara pemohon dan ternsentzn mana
yang merupakan harta bawaan pemohon dan termohorgge tidak
akan terjadi perselisihan antara pemohon dan tesmdhlam masalah
harta yang telah mereka peroleh selama perkawinan.
. Usaha Perdamaian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ K.
disebutkan bahwa pada hari sidang yang telah gketa Pemohon
dan Termohon datang menghadap di persidangan, iMajkim
mengupayakan perdamaian agar Pemohon mengurunglmyan
untuk poligami. Upaya perdamaian ini dilakukan deng
memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk medi@shulian
Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakleh
Pengadilan Agama Kudus bernama Drs. H. Syukur, Mkan tetapi
berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggadl 2011, usaha
mediasi tersebut gagal. Majelis Hakim juga telahruseha
mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson
persidanagan agar Pemohon mengurungkan niatny& unémikah
lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil, terlelsigi karena

Termohon telah mengijinkan.

di
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Adapun tujuan upaya perdamaian/mediasi sepertindakerkara
permohonan poligami tersebut adalah agar Pemoharmgunengkan
niatnya untuk poligami dan tetap memelihara perkawiyang pada
asasnya menganut prinsip monogami. Jika tercapdapwian antara
Pemohon dengan Termohon, maka permohonannya dicAkan
tetapi bagaimana dengan nasib calon isteri Pemofamy sudah
terlanjur hamil, tentu tidak ada penyelesaian dafmrdamaian itu.
Dengan demikian, menurut penulis upaya perdamaian mediasi
dalam perkara permohonan ijin poligami, harus nagkiédn calon isteri
Pemohon, di sampaing Pemohon dan Termohon. Upaykarpaian
atau mediasi antara Pemohon dengan Termohon tamtibatkan
calon isteri Pemohon adalah upaya yang tidak mung&rhasil, sia-
sia dan tidak masuk akal.

. Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon

Setelah usaha perdamaian/mediasi gagal, maka xesaemi
perkara dimulai dengan membacakan permohonan pemoho
Pemeriksaan perkara poligami dilakukan dalam sidgamny terbuka
untuk umum sebagaimana ketentuan pasal 59 UU Nahuh 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubadaddJU No. 3
tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, berbeda depgareriksaan
perkara perceraian yang ditentukan secara khususs hdilakukan
dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimatemtuan pasal

68 dan 80 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan nrga
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sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun @a08JU No.

50 tahun 2009.

Setelah dibacakan permohonan pemohon dan ternyata
permohonan dipertahankan oleh pemohon serta melnesyainat
formil permohonan, maka pemeriksaan perkara ditkajupada tahap
jawaban dari pihak termohon. Jawaban termohon dagréi eksepsi,
jawaban pokok perkara dan rokonpensi. Dalam kedirkapa yang
penulis analisis, termohon hanya memberikan jawatdnadap pokok
perkara, tidak ada eksepsi maupun rekonpensi, &ajawaban
Termohon pada pokoknya menyetujui permohonan Pemoho

Dalam kasus posisi Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ k5.,
Termohon telah memberikan jawaban secara lisargaebarikut :

1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah padaaiaf8g
Oktober 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orangkalbernama : 1)
Jepri Hadriyanto, umur 15 tahun, 2) lke Andiyammur 13 tahun,
3) Triyono Adi Saputra, umur 5 tahun.

2) Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan Ni AM,
yang beralamat Desa Padurenan Kecamatan Gebog #tabup
Kudus yang telah hamil karena hubungan dengan Ramoh

3) Bahwa benar Termohon mempunyai penyakit jantungakedan
lambung serta Termohon berobat seminggu sekabitstgjak 3

bulan yang lalu sudah sembuh dan tidak berobat lagi
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4) Bahwa Termohon masih sanggup melayani Pemohon elama
seminggu Pemohon dan Termohon berhubungan suami ist
(seksual) sebanyak 2-3 kali seminggu kalau Termotialam
kondisi sehat, serta Termohon pernah menolak dizgakubungan
suami isteri;

5) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 April 2011 Pemotan
Termohon masih hubungan suami isteri dan saat bengan
Pemohon dengan Termohon mencapai klimaks karenaigion
badan Termohon saat itu sehat;

6) Bahwa Termohon kenal dengan NL karena Termohonapern

diajak oleh Pemohon ke rumahnya kurang lebih seddafyali;

7) Bahwa Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk

menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemotersebut telah
hamil sehigga harus menikah dengan Pemohon;

Menurut Penulis, dalam jawaban termohon tersebrdapat
kontradiksi yaitu termohon menyetujui permohonamg@ion di satu
pihak dan di pihak lain termohon membantah alasanmphonan
pemohon dengan menyatakan masih sanggup melayanoh@e
untuk melakukan hubungan suami istri (seksual) regdda 2-3 kali
seminggu dan pada hari Sabtu tanggal 31 April 20drhohon dan
termohon masih melakukan hubungan suami isteri p@mohon

mencapai klimaks. Hal ini menurut penulis bisa radnjpetunjuk
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adanya unsur keterpaksaan dalam jawaban Termoliam ttapi
majelis hakim tidak mengoreknya di dalam pemerikgaerkara.

Jawaban Termohon tersebut diajukan secara lisadiamutkan
dengan tanggapan dari pihak pemohon atau yangutiseplik dan
selanjutnya tanggapan terakhir dari termohon yaisgbdt duplik.
Baik jawaban, replik maupun duplik semua disampaigacara lisan
tidak secara tertulis. Pemeriksaan secara lisanpueyai kelebihan
bahwa pemeriksaan perkara menjadi sederhana dah ed@n tetapi
majelis harus cermat dan hati-hati dalam pemernksza agar
diperoleh fakta perkara yang dapat dipertangguregpian
kebenarannya.

Menurut penulis azas pemeriksaan secara cermahathati
dalam penyelesaian kasus ini kurang mendapat pemhdari majelis
hakim, karena ternyata dalam jawaban Termohon patddua hal
kontradiktif yang tidak diklarifikasi dan berpoteéntrdapat unsur
keterpaksaan yang tidak diperiksa lebih lanjut otetjelis hakim.

Jawaban terhadap pokok perkara dapat berupa méengaku
seluruhnya, menyangkal seluruhnya atau mengakuags dan
menyangkal sebagian lainnya. Jawaban Termohon dp&kara ini
intinya adalah: pertama, Termohon memberikan ieipaida Pemohon
untuk menikah lagi (poligami) karena calon isteein®hon tersebut
telah hamil. Kedua, Termohon menyangkal alasan @eoman

Pemohon dengan keterangan bahwa Termohon tetap bisa
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melaksanakan kewajibannya sebagai isteri termaswdtakokan
hubungan badan (seks), sedangkan Pemohon setéahfimhasi
(sebagai replik), telah membenarkan jawaban Termédrsebut.

d. Pembuktian

Menurut Yahya Harahap, pembuktian hanya diperlukan
sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hafj ymasih
dipersengketakan, atau hanya sepanjang yang mergestlisihan di
antara pihak-pihak yang berperkatarerdapat dua prinsip penting di
dalam hukum pembuktian, yaitu pertama, apa yangshdibuktikan,
dan kedua, siapa yang dibebani beban pembuktiarsi®pembuktian
ini ditentukan dalam pasal 163 HIR yang berburbarang siapa yang
mengaku mempunyai hak atau ia menyebutkan suabwgtan untuk
menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hatgdean, maka
orang itu harus membuktikan adanya hak itu ataadkan itu.

Dalam Putusan No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. tidiakbutkan
beban pembuktian sebagaimana teori dalam pasalHIR3tetapi
hanya disebutkan bahwa untuk meneguhkan permohteraebut,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SP (Permhoho
Nomor: 3319042504700003 tanggal 17 Desember 201y ya

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupatenl#s) setelah

1\, Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-7, 2008,
him. 511.
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3)

4)

5)

6)
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dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermetsaikupnya
dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda )(P.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SL (Tesmoh
Nomor: 3319046811760001 tanggal 17 Desember 201 ya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupateng) setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermetmaikupnya
dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tand2)(P.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 416/14/X/19@ggal 02
Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanarAg
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus setelah dicoco&&amnai
dengan aslinya, telah bermeterai secukupnya, kemwdeh Ketua
Majelis diberi tanda (P.3);

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NL (datarkKedua
Pemohon) Nomor: 3319084105770005 tanggal 27 Nopeg08
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Capilduk Kaliapakudus,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telahmdierai
secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis dibeda (P.4);
Foto copy Akta Cerai Nomor: 517/AC/2008/PA.Kds. ggal 20
Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pélagatigama
Kudus, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinkgdy beermeterai
secukupnya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis ditbada (P.5);
Surat Pernyataan Berlaku adil atas nama Pemohgrté¢8&nggal

24 Maret 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis diterda (P.6);
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7) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu a@sa
Termohon (SL) tertanggal 24 Maret 2011, selanjutolgd Ketua
Majelis diberi tanda (P.7);

8) Surat Keterangan tidak ada halangan pernikahan Nomo
400/170/111/2011 tertanggal 25 Maret 2011 yang hlikekan oleh
Kepala Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupatears Kdan
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9) Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 49723/R011
tertanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kefdaesa
Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan selgajaleh
Ketua Majelis diberi tanda (P.9) .

Di samping bukti-bukti surat tersebut, untuk meriggun
permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-sgksig
memberikan keterangan di bawah sumpah di depasidpegan.

Menurut Penulis, seharusnya Majelis terlebih dahulu
menganalisis syarat-syarat formil bukti-bukti dakss-saksi tersebut,
kekuatan pembuktiannya masing-masing, baru menykapuapa
yang terbukti sebagai fakta perkara. Menurut Peniiajelis Hakim
tidak boleh secara tiba-tiba menyimpulkan fakt&kpexr sebagaimana
yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum yaitu:ddsarkan
jawaban Termohon yang tidak dibantah Pemohon dédmtkan oleh
saksi-saksi, bahwa Termohon pernah sakit tetapatsugehat dan

mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri untoélayani
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Pemohon terutama dalam hubungan seksual secaranmabk$etapi

Termohon menyatakan bersedia atau setuju untukddirkarena calon

isteri Pemohon tersebut telah hamil karena perbudémohon. Maka

majelis berpendapat, permohonan Pemohon untukmigmikah lagi

secara poligami, sesuai dengan ketentuan pasay&@3(3® dan (2)

Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang hema :

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawimklangan pria
yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada (ay dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelalsiraknya.

. Kesimpulan para pihak

Dalam kasus No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds. yangulen
analisis ini, para pihak hanya menyampaikan keslampgecara lisan
yang berbunyi: bahwa akhirnya Pemohon dan Termohemyatakan
tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanyahon
keputusan.

Kesimpulan secara lisan langsung diajukan secanball
sifatnya sederhana, sedangkan kesimpulan secaubstegpersidangan
harus ditunda terlebih dahulu meskipun lebih akdaat lengkap.

Menurut penulis, majelis hakim telah salah menygubyataan
pemohon dan termohon di atas sebagai kesimpulaengemohon
dan termohon hanya meminta keputusan dan tidak mn&mb

kesimpulan tentang hasil pemeriksaan dalam pergadganbahkan
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biasanya pernyataan mohon putusan tersebut diskampaieh para
pihak sesudah menyampaikan kesimpulan. Jadi, kemyaya para
pihak dalam perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kuis tidak

mengajukan kesimpulan, baik secara lisan mauptuliger

. Putusan

Telah disebutkan bahwa permohonan ijin poligami lada
perkara contensius maka harus diselesaikan dengatusam
pengadilan bukan penetapan. Putusan ini diucapkah Majelis
hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Majelis maldalam
perkara No. 0258/Pdt. G/2011/ PA. Kds.ini, berp@addahwa cukup
alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih darisggryaitu walaupun
termohon (isteri pemohon) sudah sehat dan mampuatagkan
kewajibannya sebagai isteri, tetapi termohon mexgat bersedia atau
setuju untuk dimadu, karena calon isteri pemohosetait telah hamil
karena perbuatan pemohon, maka majelis hakim metigab
permohonan Pemohon dengan memberi ijin untuk leerikbih dari
seorang (pasal 43 PP. No. 9 Tahun 1975) sebagaiamaa Putusan
No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. Kds.

Terhadap putusan ini, isteri maupun suami dapatgajakan
banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7 Tahun 198@mun,
pemohon dan termohon tidak mengajukan banding leaasi. Biaya
dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (j@&aiat (1) UU

No. 7 Tahun 1989).
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2. Putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kudus
a. Pengajuan permohonan

Perkara dengan nomor kode 0889/Pdt.G/2011/PA.Kilguga
mengandung arti sebagai perkara perdata gugatarcatdensius dan
masuk di dalam register perkara gugatan tahun &@Eskipun disebut
permohonan, tetapi bukan merupakan perkara voludegan ciri-
ciri:

1) Terdapat dua pihak atau lebih yaitu suami sebabakmpemohon
dan isteri sebagai pihak termohon.

2) Terdapat sengketa di dalamnya yaitu apakah pernamhazin
poligami beralasan atau tidak, sesuai dengan algsam diajukan
pemohon vyaitu termohon (isteri) tidak bisa menjkdan
kewajibannya sebagai isteri.

3) Produk Peradilan Agama berupa putusan bukan pergtdpngan
amar mengadili bukan menetapkan dan terhadapnys degpukan
upaya hukum banding dan kasasi.

Perkara permohonan izin poligami nomor 0889/PdOEGI2
PA.Kds. ini juga diajukan oleh pemohon dalam beriarkulis berupa
surat permohonan kepada Pengadilan Agama Kudusn&gremohon
berdomisili di Kabupaten Kudus, sebagaimana ketentpasal 118
ayat (1) HIR. Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintalon®iahun 1975
Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi : “Gugatan pergatsy pada tingkat

pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hamsisdkkan
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dengan surat permintaan yang ditandatangani olegdegat atau oleh
wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadgaeri di daerah
hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tdik&tahui tempat
diamnya, maka tempat tinggal sebelumnya’. Pasal P&@aturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 berbunyi “seoranmsyang hendak
beristeri lebih dari seorang harus mengajukan peoman secara
tertulis kepada Pengadilan di tempat tinggalnya”.

Mengenai kewenangan relative pengadilan untuk nuilga
perkara permohonan ijin poligami berlaku pasal 46raRiran
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai lex spesiatispasal 118
ayat (1) HIR tersebut.

Perkara No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini juga dimdengan
surat permohonan tertulis dengan identitas yanas jefaitu suami
berkedudukan sebagai pemohon sedangkan isteri cetlkan
sebagai termohon. Adapun calon isteri kedua yaran attinikahi
pemohon tidak disebutkan kedudukannya sebagai pitialam
permohonan tersebut, akan tetapi dimasukkan dalaositap
permohonan. Menurut Penulis, calon isteri kedua ghem tersebut
lebih tepat jika didudukkan sebagai pihak dalamkaer misalnya
sebagai termohon Il atau sebagai turut termohon.

Dalam posita perkara permohonan izin poligami nomor
0889/Pdt.G/2011/ PA.Kds. ini juga telah diuraikaasar peristiwanya

secara kronologis, jelas dan pasti yang disébiglijke grondentetapi
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tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundangngath yang
menjadi dasar hukumnya yang disetaghtstelijk gronden

Dalam petitum Perkara permohonan izin poligami nomo
0889/Pdt.G/2011/ PA.Kds. ini juga terdiri dari petn pokok yaitu:
mohon ijin untuk menikah lagi (poligami) denganasalsteri kedua,
dan petitum tambahan (asesoir) yaitu menetapkaa barsama yang
telah diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan dleom Petitum
asesoir ini menurut penulis penting untuk memberigarlindungan
kepada isteri pertama agar harta yang telah diglerallalam
perkawinan antara pemohon dengan termohon tidakhilialih oleh
isteri kedua.

. Usaha Perdamaian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/20Al/Kels.
disebutkan bahwa pada hari persidangan yang telttapkan,
Pemohon dan Termohon telah datang menghadap seddiri
persidangan, kemudian majelis hakim telah menaisapat Pemohon
mengurungkan niatnya untuk poligami, akan tetapihasperdamaian
tersebut gagal.

Terdapat perbedaan prosedur upaya perdamaian sebaga
maksud pasal 130 HIR. Dalam perkara No. 0258/P@01E/ PA. Kds
telah dilaksanakan mediasi sebagaimana maksudupema¥lahkamah
Agung No. 1 Tahun 2008. Sedangkan dalam perkaraOB®89/ Pdt.

G/2011/ PA. Kds. tidak dilaksanakan mediasi selmagaa maksud
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peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 melainkanya
nasehat perdamaian oleh majelis hakim di persidangarbedaan
prosedur ini menurut analisis penulis dikarenakdaktjelasnya sifat
dan obyek sengketa yang harus dimediasi, selaiaratiakan pihak
yang mempunyai kepentingan tidak hanya PemohonTaamohon
melainkan juga calon isteri Pemohon.

Menurut penulis, jika tujuan mediasi dalam perka@amohonan
poligami adalah agar pemohon mengurungkan niatnyakipoligami
sementara Pemohon telah menghamili calon isterdaya Pemohon
dituntut oleh keluarga calon isterinya, maka medsaperti itu tidak
mungkin berhasil dan hanya menyulitkan dan memperigproses
penyelesaian perkara. Dalam hal ini, penulis memfiam langkah
majelis hakim dalam perkara ini yang tidak meng¢analangkah
mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Adlmngl
Tahun 2008 melainkan hanya nasehat perdamaiamugdlis hakim
di persidangan.

. Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon

Pemeriksaan perkara No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kuaza
dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umumdiienulai dengan
pembacaan permohonan Pemohon. Setelah dibacakamhmeran
pemohon dan ternyata permohonan dipertahankanpelefohon serta
memenuhi syarat formil permohonan, maka pemeriksparkara

dilanjutkan pada tahap jawaban dari pihak termohon.
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Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/20Al/Keis.
termohon juga menjawab secara lisan yang pada pgkakenyetujui
permohonan pemohon untuk poligami tetapi termoha@nyangkal
dalil-dalil alasan permohonan pemohon dengan kegam bahwa
termohon tetap bisa melaksanakan kewajibannya aebesgeri
termasuk melakukan hubungan badan (seks), akapi teésamohon
menghamili perempuan yang bernama SH sekarang teatil 7
bulan dan pemohon dituntut untuk bertanggung javkngan
menikahinya secara poligami.

Jawaban termohon dalam perkara ini pada intinysasa@mgan
jawaban termohon dalam putusan No. 0258/ Pdt. G1/2PA. Kds
yaitu: pertama, termohon memberikan izin kepadagbem untuk
menikah lagi (poligami) karena calon isteri Pemohersebut telah
hamil. Kedua, termohon menyangkal alasan permohgeanohon
dengan keterangan bahwa termohon tetap bisa mekiaa
kewajibannya sebagai isteri termasuk melakukan fgdou badan
(seks). Adapun pemohon setelah dikonfirmasi (sabeegdik), telah
mengakui dan membenarkan jawaban termohon terselawtab
jinawab seperti ini menurut penulis sudah menurgnkkakta yang
jelas karena hal ini merupakan pengakuan di dejEmg, sehingga

tidak perlu bukti lain lagi.
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d. Pembuktian

Dalam kasus posisi Putusan No. 0889/ Pdt. G/20Al/Kels.,
Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonamgpleon dengan
keterangan bahwa termohon tetap bisa melaksanakamjikannya
sebagai isteri termasuk melakukan hubungan badaks)(sdan
selanjutnya atas jawaban termohon tersebut, pemotemgakui dan
membenarkannya. Oleh karena dalil bantahan termalimenarkan
pemohon, maka tidak ada yang perlu dibuktikan kagena faktanya
sudah jelas.

Di dalam hukum acara perdata (pasal 174-176 HIE)gakuan
yang diucapkan di depan sidang adalah merupakanbakdi yang
sangat kuat karena mempunyai kekuatan pembukting gampurna
terhadap yang melakukannya. Sempurna berarti tidaknerlukan
bukti lain lagi. Oleh karenanya, majelis yang meksar perkara No.
0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kds tersebut tidak membehardalah satu
pihak untuk mengajukan bukti-bukti lain lagi.

Majelis hakim hanya mendasarkan pada keterangagefean
Pemohon dan Termohon di persidangan, telah daga¢mukan fakta
perkaranya sebagai berikut:

1) Bahwa Termohon menyetujui permohonan Pemohon uijituk

poligami.
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2) Bahwa alasan permohonan Pemohon adalah calon ksdtia
Pemohon yang bernama SH telah hamil 7 bulan danolf@m
dituntut bertanggung jawab dengan menikahinya agoaligami.

3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih melakuka
hubungan badan (seks) yang berarti Termohon tetapatd
menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Penulis setuju dengan langkah majelis hakim dalam
mengkonstatir fakta perkara seperti tersebut di. &alanjutnya fakta
tersebut dikualifisir yaitu majelis hakim menilargstiwa itu termasuk
hubungan hukum apa atau yang mana, kemudian mea@muk
hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatirinty iuntuk
dituangkan dalam pertimbangan hukifrakta yang telah dikualifisir
oleh majelis hakim yaitu bahwa fakta angka 1) adafeenyangkut
syarat komulatif/syarat formil permohonan, faktgka?2) adalah tidak
termasuk syarat komulatif maupun syarat alter@ddifan
permohonan, dan fakta angka 3) merupakan peniada@nat
alternatif/alasan permohonan Pemohon. Selanjutnggelim hakim
tinggal melakukan langkah konstitutir yaitu men&tap hukumnya
yang kemudian dituangkan dalam amar putd3abalam hal ini
majelis menerapkan pasal-pasal yang berhubungargadenjin

poligami.

12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, him. 32.
13 .
Ibid
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e. Kesimpulan para pihak

Dalam kasus Nomor 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. yang lmenu
analisis ini, para pihak juga hanya menyampaikasinkgulan secara
lisan yang berbunyi: Bahwa akhirnya Pemohon danm®blpn
menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagiakebanya
mohon keputusan.

Menurut penulis, majelis hakim dalam perkara inggutelah
salah menyebut pernyataan pemohon dan termohomasli sebagai
kesimpulan, karena pemohon dan termohon hanya neekeputusan
dan tidak membuat kesimpulan tentang hasil pensaiksdalam
persidangan, sama halnya dengan perkara No. 025&F2011/ PA.
Kds. Jadi, kenyataannya para pihak dalam perkara o. N
0889/Pdt.G/2011/PA.Kds ini juga tidak mengajukasikgulan, baik
secara lisan maupun tertulis.

f. Putusan

Perkara No. 0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini adalah pé&wnan
ijin poligami yang merupakan perkara contensiusirggfa harus
diselesaikan dengan putusan pengadilan bukan pametButusan No.
0889/Pdt.G/2011/PA.Kds. ini diucapkan oleh majdimkim dalam
sidang terbuka untuk umum. Majelis hakim berpenthpawa tidak
cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebilh slorang, karena
alasan yang diajukan oleh pemohon vyaitu isteri ktiddapat

menjalankan kewajibannya sebagai isteri tidak terbuvalaupun
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termohon (isteri pemohon) telah memberi izin keppe@ohon untuk
menikah lagi karena calon isteri kedua pemohorhtakmil terlebih
dulu, maka majelis menolak permohonan Pemohon.

.Terhadap putusan ini, isteri maupun suami dapatgajakan
banding atau kasasi (pasal 61 UU No. 7 Tahun 19B#@ya dalam
perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89(ay&U No. 7
Tahun 1989). Namun dalam perkara ini pemohon maugumohon
tidak mengajukan banding atau kasasi.

Dari pemaparan di atas, perbedaan dan persamaantddsim formil
yang dipergunakan hakim dalam memeriksa dan memuyteskara
permohonan izin poligami No. 0258/ Pdt. G/ 2011/. R&s dan No. 0889/

Pdt.G/ 2011/ PA. Kds, dapat penulis ringkas dakpeltsebagai berikut:
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No | Tahap Pemeriksa Persamae Perbedac
1. | Pengajuai Dua permohonan tersebut diajukan se
Permohonan tertulis oleh suami di PA tempat tinggal suami
yaitu di PA Kudus, karena mereka berdomisili
di Kabupaten Kudus dan telah memenuhi
syarat formiil Permohonan.
2. | Usaha perdamai - dalam perkara No. 0258/Pdt.G/ 2011/ PA. k

Dilaksanakan mediasi sebagaimana PER
No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk medis
dari PA Kudus bernama Drs. H. Syukur, M
namun gagal.

- dalam perkara No. 0889/Pdt.G/ 2011/ PA. k

usaha perdamaian tidak
sebagaimana PERMA No.
Hakim hanya memberi

pertama. Majelis menasehati
mengurungkan niatnya untuk menikah
namun gagal.

dilaksana
1 Tahun 20
nasehat perdamaian
kepada pemohon dan termohon pada sic
agar pemo

MA
Ator
.,

Kds
kan
08

I3

lang
hon
0,

Pembacaa
Permohonan da
Jawaban Termohon

- dua permohonan tersebut dibacakan ds

n sidang terbuka untuk umum dan isinya te

dipertahankan oleh Pemohon serta meme
syarat formiil permohonan.

- dalam permohonan tersebut, jawaban, re
duplik diajukan secara lisan.

- jawaban Termohon dalam dua perk
tersebut intinya sama  yaitu:pertan
Termohon memberikan izin kepada Pemo
untuk menikah lagi (poligami karena cal

tap
nuhi

lik,

ara
na,
on
on

isteri Pemohon tersebut t

|. Kedua,
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Termohon menyangkal alasan permohc
Pemohon dengan keteranganbahwa
Termohon tetap bisa  melaksanak
kewajibannya sebagai isteri termag
melakukan  hubungan  badan
sedangkan Pemohon setelah dikonfirm

(sebagai replik), telah membenarkan jawaban

Termohon tersebut.

(seks),

an
uk

asi

Pembuktiar

0889/ Pdt. G/2011/ PA. Kd,
Termohon telah menyangkal dalil-da
permohonan pemohon dan dalil banta
Termohon tersebut telah dibenarkan Pemq
sehingga majelis hakim yang memeriksa ti
membebankan salah satu pihak untuk mengaj
bukti-bukti lain
disampaikan di depan sidang merupakan alat k
yang sangat kuat karena mempunyai keku
pembuktian yang sempurna terhadap Y
melakukannya.

- perkara No. 0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. K
pemohon mengajukan bukti surat dan saksi u
meneguhkan permohonannya. Namun, seharu
Majelis terlebih dahulu menganalisis syarat-sy
formil bukti-bukti dan saksi-saksi terseb
kekuatan pembuktiannya masing-masing, &
menyimpulkan apa yang terbukti sebagai fe
perkara.

perkara No.

lil
nan
hon
Hak
hkan

lagi karena pengakuan yang

yukti
atan
ang

s,
Ntuk
shya
arat
ut,
aru
\kta

Kesimpulan
Pihak

Par

Dalam dua permohonan tersebut kesimp
diajukan secara lisan yaitu bahwa akhir
Pemohon dan Termohon menyatakan ti
mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali ha
mohon keputusan. Namun, menurut pent

nya
dak
Anya
ulis,
suk

pernyataan tersebut bukan terma
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kesimpulan, karena pemohon dan termof
tidak menyimpulkan tentang hasil pemeriks:
dalam persidangan.

aan

Putusar

Dalam dua permohonan poligami yang pen

- Dalam putusan Nc0258/ Pdt. G/ 2011/ PA. K

analisis ini telah diselesaikan dengan puty

termasuk perkara contensius dan dibaca
oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umu

dsliajelis hakim berpendapat bahwa cukup algsan
pengadilan karena permohonan izin poligamagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang,

\kaaitu walaupun termohon (isteri pemohon) su

dah

nsehat dan mampu menjalankan kewajibannya

sebagai isteri, tetapi termohon menyata
bersedia atau setuju untuk dimadu, karena c
isteri pemohon tersebut telah hamil, maka ma|
mengabulkan permohonan Pemohon der

kan
alon
elis
gan

memberi ijin untuk beristeri lebih dari seorang

(sesuai pasal 43 PP. No. 9 Tahun 1975).

- Dalam putusan No. 0889/ Pdt. G/2011/ PA. k
Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cul
alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih
seorang, karena alasan yang diajukan
pemohon yaitu isteri tidak dapat menjalanl
kewajibannya sebagai isteri tidak terbu
walaupun termohon telah memberi izin kep
pemohon untuk menikah lagi karena calon is
kedua pemohon telah hamil terlebih dulu, m

majelis menolak permohonan Pemohon.
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